SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGEEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanasn tugas
dan fungsi Pmpinan dan Anggota Dewzn Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan
fungsi permbentukan peraturan daerah, pengawasan, dan
anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu sesuai  dengan kemampuan
keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimsaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor & Tahun
2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwskilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;

———

tIndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoar 4456);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Frovinsi Lampung
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Reputblik Indonesis
Nomaor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturah Perundarng-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 HNomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J234),




Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nuomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republk [ndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tamhahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomwr 58 Tahun 2005 tentaog
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolsan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201/ tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5S887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri homor 21 Tahun

11.

2017 tentang Pengelompokan Xemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran darn Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja DPenunjang Operazional Nmpinan
Dewan  Perwsakilan ERakyat Daerah serta Tatacara
Pergembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dsn Dana
Operasgional,

Peraturan  Daerah  Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Protokcler, Keoangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu,




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUFATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NCOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOQLER DAN ADMINISTRATIF
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamm Peraturen Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsew.

2. Bupati adaiah Bupati Pringsewu.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daemah
Kabupaten Pringsewu,

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang  jabatan Ketna dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-
undangan.

5. Anggota Dewan Perwaldilan Rakyat Daerah, selanjut
disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan anggota DFRD Kabupaten Pringsewii
geautal peraturan perundang-undangan.

G. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalsh Alat Kelengkapan scbagaimana dimaksud dalarn
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwalkilan Rakvat Daerah
Kabupaten PringsewLl.

7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh yang mencerminkan konfigurasi Partai
Politik Feserta Pemilihan Umurn.

8. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan diluar
Gedung Dewan Perwalilan Rakyat Daerah.

9. Sekretariat Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah ysng
solanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretanat
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Pringsewu.

10. Sekretariz Dewan Perwalkilan Ralkyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretans
DPRD Kabupaten Pringsewu.




11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20,

21.

Anggaran Pendapatan dan DBelanja Daerah yang
selanjuinya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dihahas dan disetujni
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Kemampuan Xeuangan Daerah adalah klasifikasi suatu
daerah wuntuk menentukan kelompok kemampuan
keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraluran
Menteri dalam Negeti Nomor 52 Tahun 2017 sebagai dasar
penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses dan dana Operasional Pimpinan DPRD,

Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah Kabupaten Pringsewn dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya,

Uang Represeritasi adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan DFPFRD dan Anggota DFRD
schubungan dengan kedudukannya acbagai Pimpinan dan
Anggnta Dewan Daerah.

Orientasi Pelaksanaan Tugas begi Anggota DPRD
selanjutnyva disebut Orientasi adalah suatu proses
pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi
anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Dacrah.

Pendalaman Tugas adalah peningkatan. kemampuan
pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyclenggarean
pemerintahan daarah dan politik dalam negeri.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar
temmpat  kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

Tunjangan Transportasi adaleh tunjangan diluar gaji
pokok sebagai suplemen gaji pokok untuk mencukupi
biaya transportasi.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan,
pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DIRD,
penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DFRD,

Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI
adalah wang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sedap bulan dalam rangksa mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Belanja Penunjung Operasional Pimpinan adalah dana
yang dizediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan rugas Pimpinan DFRD sehari-
hari dan tidak untuk keperluan pribadi.




22,

23.

24.

25.

26.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya
disingkat BPJS adalah Lembaga Negars yang
menyelenggarakan Jaminan Soaial baik bidang Ketenaga
kerjaan dan/atan Bidang Kesehatan pada Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Pemeliharagn Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan
keschatan yang meliputi peningkatkan penyembuhan dan
pemulihan kesechatan.

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja
kegiatan yang disediskan untuk mendukung Kelancaran
pelaksanaan tuges, fungsi dan wewenang DPRD.

Tenaga Ahli adalah seseurang yang memenuhi syarat dan
dianglkar gerta diberhentikan ocleh Sekretaris DPRD atas
usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelompok Pakar atzua Tim Ahli adalah kelompok atau tim
yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan
olelr Sekretaris DFRD atas usul Pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD dalarm mcleksanakan tugas dan dan
fungsinya.

BAB 11
BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Sostal Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang

(1)

(2)

(3)

(1}

Pasal 2

Pimpinan DPRT} dan Anggots DPRD beserta keluarganys
diberikan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan vyang
berlaku.

Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang
mendapat jaminan pemeliharasn kesehatan yaitu suami
atau istri dan 3 (tiga) orang anak.

Besamya premi Jaminan Sosial Bidang Keschatan

dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:

a. 2% (dua persen} dipotong dari besaran gaji Pimmpinan
DPR, dan Anggota DFRD perbulan;

b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBED Pemerintah
Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya
diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.




(2)

(3)

(1)

2)

3)

(4)

(5)

{1)

Rincian premi jaminan sosial bidang keienzgakerjaan
melipuati :

a. jaminan kematian;
b. jaminan kecelakanan kerja.

Besamya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:

a. 2 % {dua persen| dipotong dari besaran gaji Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD per bitlan; dan

b. 424% (empat koma dua puluh empat persen)
dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

Bagian Kedua
Kendaraan Dinas

Paaal 4

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu] unit
kenidaraan dinas jabatan.

Untuk mendulaing kelancaran tugas dan fungsi DPRD,
disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh
Sekretaniat DFRD.

Delam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir maen
baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan
dalam keadasn baik kepada Sekretaris DPRD selaku
Pengguna Harang paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.

Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian
kendaraan dinas sebagaimana dimsksud pada avat (3)
diatur lebih lanjut oleh Sekrelaris DPFRD berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

Dalam hal Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan

dinas, dapat diberikan tunjangan transportesi sebesar Rp.
8.300.000,-{delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 5

Pimpinan dan Anggote DPRD dapat disediakan rumah
dinas/rumeh jabatan.




{2)

(1)

(2}

{1)

(2)

Dalam hal Pemerintgh Daerah belum dapat menvediakan
rurnah  jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DFRD,
kepada yang  bersangkutan  diberikan  Tunjangan
Perumahan.

Pasal 6

Besarmnya ‘Tunjangan Perumahan sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 5 ditetapkan setelah menetapkan hasil

penilaian/ surrey yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai
Publik yang Independen dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga
setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] diberiken dalam bentuk uang dan dibayvarkan setiap
bulan selama 1 {satu) Tahun Anggaran vang dibebankan
kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Ksbupaten
Pringsewu sebesar;
a. Pimpinan DPRD :Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)
b. Anggnta DPRTY  : Rp. 8.000.000 .-

(delapan juta rupiah)

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 7

Pimpnan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian
dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan mempertimhangkan prinsip penghematan,
kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai
berilat;

No Jeniz Pakaian Besaran Biaya (Rp) / Jumlah
Dingas Per Tahun
I Ed 5
1 | Pakaian Sipil | 2.500.000,- /pasang per tahun
Harian (PSH] 2 pasang
2 { Pakaian Sipil | 3.000.000,- /pasang per tahun
Regmi (PSR} 1 pasang
3 | Paksian sipil 3.500.000.- /pasang per lima tahun

lenglkan (PS1) 2 pasang

4 | Palmian Dinas 1.600.000,- /pasatig per tahun
Hanan { FIXH) 1 pasang
S | Pakaian Khas 3. 500.000,-/ pasang per tahun

Daerah N 1 pasang




Bagian Kelima
Uang Duka dan Banluan Pengurusan Jenazah

Pasal 8

Dalarn hal Pimpinan DFRD, danjatana Anggota DPRD

meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

a. wang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila
meninggel dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau
dibertkan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang
representasi  spabila meninggal dunia sedang dalam
menjalankan tugas; dan

b. untuk lkeperluan pengurusan dan pemakaman jenazah
diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- {tiga juta
rupiahl).

BAB Il
a HELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DFRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal O

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD disedialan belenje penunjang kegiatan.

{2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagzimana dimaksud
pada ayat (1}, disusun berdasarkan rencana kerja vang
ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan;

a. rapat-rapat,
br. pengkajian  dan  penelashan rancangan peraturan
- daerah prakarea sksekutif;

c. penyiapsn, pengkajian, pembahaean, perumusan dan
sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif
DFRL;

d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan
DFRLD;

kunjungan Kerja;

peningkatan kapasitas dan profesionalisme;

koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakatan;

. pengawasar;

reses; dan
J- kegiatan kepanitisan,

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan
Asosiasi DPRD.

-



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kedua
Oricntasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 10

Dalam rangka peninglatan pemahzman Anggota DPRD
guna menjalankan tugas, fungsi hak dan kewsajiban

sebagai unsur penyelenggaraen pemerintahan daerah
berhek mengikuti:
a. Qrientagi;
b. Pendalarman tuges, antarg lain:
1. pendidikan dan pelathan;
2. bimbingan teknis:
3. workshop;
4. seminar; dan
2. kegiatan sejenis vang diselenggarakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan orientasi sebagaimana. dimeksud pada ayat (1)
hurui a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik,
sekali dalam masa jabatan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal
schagai berikul;

&#. besamyz biaya yang diberikan untuk mengikut
kegiatan-legiatan dimakeud sesuai dan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku; dan

b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran
atau kontribugi yang dibuktikan dengan undangan
vang diterima,

Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (I} harus
memperhatikan kemampuan keuangan deerzh.

Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan bantuan
surat kabar harian atau mingguan baik daerash maupun
nasional.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Fasgal 11

Fimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan
terhadap:

a
h.

pelaksanaan peraturan daerah;
anggaran pendapatan dan belanja daerah;




(1)

2)

1)
12)

11)

2]

13)

4)

tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangen Republik Indonesi; dan
tindak lanjut penyampaian aspitasi masyarakal.

Baginn Keempat
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 12

Kemampuan keuangan dasrah terdiri atas 3 (tiga)
kelompok yaitu :

4. tungg,

b. sedang; dan

c. rendah.

Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten

Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan dalam kelompok sedang.

Bagian Kelima
Tunjangan Kemunikasi Intensif

Pasal 13
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan.

Tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (limea} kali uang
representasi ketua DPRD.

Bagian Keenam
Reaes

Pasal 14

Kegigtan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam ssato
tahun paling lama 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) kah
reses.

Tunjangan reses bag Pimpinan den Anggota DPRD
diberikan paling banyak sebesar 5 |lima) kali uang
representasi ketua DPED.

Pelaksanaan kegiatan rescs dilakukan secara
perseprangan atau berkelompok sesuai dengan daerah
pemilihan masing-masing Anggota DPRD dan disediakan
biaya pendukung kegiatan untuk 1 |satu) kali reses per
anggota DPRD dengan menvesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DPRD yang mengmunakan biaya reges wajib
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan dana kegiatannya.




Bagian Ketujuh
Dana Operasional

Pasal 15

1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan
Dana Operasional.

{2} Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4
(empat) kali uang represeniasi ketua DPRD.

(3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing
disediakan paling banyak 2,5 [dua koma lima) kali jumlah
uang representasi wakil keiua DFRD,

Pasal 16

Pemberian Dana Operasiunal schagaimana dimeksud dalam
Pasal 17 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80 9 (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20 % [dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
operasional lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka pertanggungijawaban Dana Operasional,
Pimpinan DFRD wajlb menandatangani fakta integritas yang
menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan
keperuntukannya.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli, dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 18

{1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi
disediakan Tenaga Ahli.

(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat
Kelengkapan DPRD disedinkan Kelompok Pekar atau Tim
Abhl.

(3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesual dengan
keahlian dibidang perancangan.

(4} Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling
sedikit hares memenuhi syarat antara lain:

a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 ($1)
dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 {tiga) tahun,
berpendidikan Strata. 2 ($2) dengan pengalaman kerja
paling sedikit 2 (dua) tahun, atau Strata 3 (83| dengan
pengaiamnan kera paling sedikit 1 (saiu) tahun;




(5)

(&)

(7

(1)

(3)

(4)

h. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yeng
dipertukan; dan

€. menguasai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Tenaga Ahli dan Kelompok FPakar atau Tim Ahli
achagaimana pada ayat {1) dan ayat {2) diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris DPRT) atas usul Pimpinan
Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Jumlah Tenaga Ahli terdirvi dan:

&. jumlah untuk Fraksi masing-masing ! {satu) orang
Tensga Ahli; dan

b. jumiah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling
banyak asesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.

Tenaga Ahli dan Kelompok Palkar atau Tim Ahli
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,-{dua juta
hma ratus ribu rupiah) perorang/ per bulan.

BAB [V
PELAPORAN

Pagal 19

Setiap anggaran Sekretariat DFRD vang dikeluarkan dan
diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk
digunakan dalam rangka pelaksanasn tugas, wewenang
dan kegatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan
memberikan laporan kegiatan atau basil kerja secara
keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban
keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan
DFPFRD.

Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), merupakan bagian yang tidak
terpisahlcan dari perianggungjawaban keuangan pada
Sekretariat DPRD.

Apabila laporan pertanggungiawaban keuangan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dipenuhi atau dizselesaikan oleh yang bersanglutan, maka
Sekretaris DPRD dengan persetyjuan Pimpinan DPRD
dapat menangguhken atau tidak melakukan pembayaran
alas hal tertentu yang menjadi hak Fimpinan DFRD atau
Anggota DPRED yang bersangkutan untuk Lkegiatan
herikutnya.

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinaan
NPRD dan Anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan
perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan
perundang-undangan.




BAB Y
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Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! dinndangkan.
Agar getiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pringsew.

Ditetapkan di Pringscwu
pada tanggal 4 September ZD*'T

BUPATI PREIG3EWT,

dto
BUJTADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2047

SEKRETARIS DAERAH KABIIPATEN PRINGSEWLI,

dto
A BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR 34

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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